
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:  

1. Kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (hate 

speech) dalam perspektif hukum siber adalah mengenai ancaman pidana 

pada Pasal145A ayata(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasildan TransaksilElektronik tidak memuat minimal ancaman 

pidana penjara sehinggaaterhadapapelakuadapat diterapkan pidana 

penjara dibawah 1 (satu) tahun. Selain itu, peranuaparatupenegakuhukum 

Dalam menerapkan hukum perkara ujaran kebencian di media sosial 

terdapat perbedaan persepsi dikarenakan setiap aparat penegak hukum 

mempunyai pemikiran yang berbeda-beda untuk menjerat seseorang atau 

lebih pada kasus ujaran kebencian. Hal ini, mempengaruhi pertimbangan 

aparat penegak hukum dari tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan 

di Pengadilan dalam menerapkan hukum terhadap pelaku ujaran 

kebencian. 

 

2. Pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (hate speech) dalam 

perspektif hukum siber berdasarkan penerapan Pasal228 ayatu(2) 

Undang-UndanggNomor 19 Tahun 2016 tentang InformasiidaniTransaksi 

Elektronik terhadap seseorang agar dinyatakan secara sah bersalah dalam 

persidangan. Akibat hukumnya, dikenakan sanksi pidana berdasarkan 

Pasal 45Aiayat (2)AUndang-UndangiNomor 19 Tahun 2016itentang 

InformasiidaniTransaksi Elektronik. 
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5.2. Saran  

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:  

1. Kepolisian cyber dan kemenkoinfo melakukan tindakan pencegahan 

melalui media-media sosial terhadap akun-akun yang kerap menyebar 

ujaran kebencian. 

2. Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih 

mempertimbangkan efek jera daripada pembelajaran terhadap pelaku 

ujaran kebencian.  
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